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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Ketidakharmonisan Undang-Undang No. 30 Tahun
2004 Dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Terhadap Notaris Yang
Dinyatakan Pailit”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebabkan banyak
penafsiran yang berbeda-beda dan dalam pasal tersebut memberikan sanksi
kepada Notaris dengan memberhentikan secara tidak hormat apabila Notaris
telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Pemberhentian secara tidak
hormat ini merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan konsep kepailitan
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalisis bagaimana pengaturan kepailitan terhadap Notaris
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 serta akibat hukum terhadap Notaris
yang dinyatakan pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah
jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan
sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan Notaris berdasarkanPasal 12 huruf a
Undang-undang Jabatan Notaris adalah tidak menyebabkan dapatdiberhentikan
secara tidak hormat dari jabatannya. Notaris disini sebagai subjek hukum yang
mewakili orang perorangan yang mempunyai utang. Akibat hukum dari notaris
pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang
kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja tetapi
tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya. Saran dari
penelitian ini, yakni pemerintah perlu membuat peraturan atau regulasi guna
melakukan kajian ulang terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi
Notaris agar tidak terjadi banyak penafsiran.
Kata Kunci : Pengaturan, Kepailitan, Notaris, Akibat Hukum.
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ABSTRACT

This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No.

37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy
according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of
Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on
Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by .
a court decision. Such dishonorable termination is not in line with the concept of
bankruptcy as regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The
purpose of this research is to determine and analyze how the regulation of
bankruptcy applies to Notaries based on Law No. 2 of 2014 concerning the Position
of Notary and Law No. 37 of 2004, as well as the legal consequences for Notaries
declared bankrupt. This research is a normative legal research using a legislative
and conceptual approach. Data were collected from primary and secondary legal
materials and analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this
study show.that the regulation of bankruptcy for Notaries based on Article 12 letter
a of the Law concerning the Position of Notary does not allow for dishonorable -

- termination from their position.. Notaries are  considered legal subjects who
represent individuals with debts. The legal consequence of a bankrupt Notary
according to the Bankruptey Law only.results in losing the right to dispose of their
wealth, but not the right to practiqtf);.‘t\}ieir profession and hold their position. It is
recommended that the government create regulations to review the contents of
regulations on bankruptcy ‘for Notaries to avoid multiple interpretations.
Keywords: Regulation, Bankruptcy, Notary, Légal Consequences
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini
tertuang dan tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat
3. Negara Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan
(machtstaat), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan
terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan
dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang terdapat
dalam undang- undang dasar.

Sifat dari negara hukum adalah demi terwujudnya keadilan,
kepastian dan kemanfaatan demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
bangsa Indonesia. Agar memenuhi tujuan itu maka negara memerlukan
lembaga-lembaga yang dapat membantu negara demi pemenuhan itu
yang terdiri dari legislatif, yudikatif, diatur dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.!

Konsekuensi yuridis dari dianutnya paham negara hukum, maka
didalam UUD 1945 telah ditegaskan pula mengenai pengakuan dan
perlindungan hukum terhadap hak- hak warga negara dan penduduk,

seperti tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945 sebagai berikut

! Guluh Puspaningrum, “Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris”, Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2018, Hlm. 200.
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1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara.

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu
negara adalah lahirnya produk perundang- undangan yang tidak saling
bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, adanya kepastian
hukum, perilaku warga negara berdasarkan pada peraturan hukum yang
berlaku, adanya jaminan penegakan hukum serta tercapainya tujuan
hukum merupakan konsep utama dari negara hukum. Dalam tugasnya
untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, maka pembentukan
berbagai peraturan perundangan menjadi sangat penting sebagai bentuk
campur tangan negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat dalam
bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta

pertahanan dan keamanan.

Pentingnya kepastian hukum berimbas kepada hak dan kewajiban
seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Jaminan kepastian,
ketertiban, serta perlindungan hukum dalam masyarakat telah

mensyaratkan adanya alat bukti tulisan sebagai wujud perbuatan,



perjanjian dan hubungan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian

terkuat dan terpenuh, salah satunya dalam bentuk akta Notaris.

Dalam menciptakan kepastian hukum terhadap pembuktian maka
diperlukan pejabat umum yang kita kenal sebagai Notaris. Notaris
menjadi pejabat umum yang berhak dalam membuat akta otentik serta
kewenangan lainnya yang tertuang dan tertulis dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
memberi definisi Notaris adalah pejabat umum yang dikenal
masyarakat mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan publik
serta memberikan pengarahan terhadap masyarakat guna
mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pelayanan yang dapat
diberikan Notaris adalah seperti pembuatan akta otentik. Dewasa ini
telah memasuki perkembangan industri 4.0 yang dimana
perkembangan ini sangatlah pesat sehingga Notaris sangatlah
dibutuhkan yang dimana alat bukti otentik adalah salah satu hal yang
memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau
perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan

kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuatkan akta atas



permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal

ini memberikan landasan kepada Notaris dan antara mereka telah
terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin
bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum
yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan
terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu,
maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang
merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.?

Mengenai pekerjaan seorang Notaris, Prof. A.G. Lubbers dalam bukunya
Het Notariaat dalam Tan Thong Kie, yang telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut :3

a. Autentik berarti bahwa keaslian dan ketepatan tulisan-tulisan itu
adalah pasti.

b. Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan di
dalam peraturan jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan
membentuk suatu akta), ia menangani keseluruhan hukum perdata,
yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang

sipil.

2 Marthalena Pohan, “Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris”, Bina Ilmu,
Surabaya, 1985, Him. 11

3 Tan Thong Kie, “Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris”, PT. Ichtiar Baru,
Jakarta, 1994, hlm. 235.



c. Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat
sependek dan sesingkat mungkin

Notaris adalah seseorang yang keterangan-keterangannya dapat
diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segelnya
(capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak
memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau
unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang
dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. Apabila seorang Advokat
membela hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang
Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, lebih lanjut
diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa
kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian
tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
yang ditetapkan oleh wundang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2)
disebutkan bahwa Notaris diberi wewenang pula untuk mengesahkan

tanda tangan dan mendaftarkan surat di bawah tangan, memberikan

4 Ibid, hlm. 224.



penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut seorang Notaris didalam
menjalankan jabatannya juga berkewajiban untuk bekerja secara
mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya
dengan sebaik-baiknya.

Profesi Notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan
profesi luhur seperti yang dimaksud oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T.
Kansil, yaitu suatu profesi yang pada hakekatnya merupakan suatu
pelayanan pada masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur
tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut
bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya
adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.5

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani
masyarakat dibidang hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan
bagi pembangunan hukum nasional dan dituntut untuk memiliki moral
yang tinggi. Dengan moral yang baik tersebut diharapkan seorang Notaris
tidak akan menyalahgunakan wewenangnya yang ada padanya, Notaris

harus dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang ikut

5 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, “Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum”, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1997, him. 5.



melaksanakan kewibawaan pemerintah, di dalam menjalankan jabatannya
seorang Notaris tidak saja dituntut harus jujur, cerdas, dan memiliki
pengetahuan hukum yang baik , akan tetapi seorang Notaris juga harus
taat dan patuh pada Peraturan Jabatan tentang Notaris dan Kode Etik
Profesi Notaris.

Pekerjaan seorang Notaris tidaklah bertujuan untuk mencari
keuntungan, ia bekerja berdasarkan kualitas pribadinya atau keahliannya,
meskipun seorang Notaris mendapatkan jasa dari pekerjaannya, tetapi
seorang Notaris tidaklah mencari keuntungan, jasa yang diterima seorang
Notaris besarnya diatur di dalam UUJN (Pasal 36), sehingga seorang
Notaris tidak dapat menetapkan besar jasa yang diterimanya atas
kehendaknya sendiri, bahkan seorang Notaris dilarang untuk menolak
membuat suatu akta karena orang yang memintanya tidak mampu untuk
membayarnya.

Dalam pembuatan akta otentik, diperlukan kehati-hatian dalam
pembuatannya agar mendapat kekuatan legalitas pada akta tersebut.
Dalam pembuatannya akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku seperti pemeriksaan syarat-syarat dalam pembuatan akta otentik,
berdasarkan undang-undang, serta ditandatangani oleh parah pihak yang

menghadap.®

8 Munir Fuady, “Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat,
Notaris, Kurator, dan Pengurus)”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11.



Jika dilihat dari perbuatan hukumnya Notaris adalah pejabat umum
dan jika dilihat dari perspektif lain Notaris adalah subjek hukum pribadi
(natuurlijk person), maka dari itu ruang lingkup Notaris bukan hanya
sekedar membuat akta otentik saja melainkan hal-hal lain juga seperti
utang-piutang, pinjam uang ke perbankan, serta mendirikan perusahaan
yang kemudian pailit dan menjadi debitor pailit.”

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
terdapat penjelasan bahwa debitur adalah orang yang memiliki utang
karena perjanjian dan Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih
di pengadilan. Maka dari itu harta dari debitur yang sudah ada maupun
yang akan ada dapat dijadikan objek untuk pelunasan hutangnya.®

Kepailitan adalah proses dimana debitur tidak mampu untuk
membayar utangnya karena mengalami kesulitan ekonomi sehingga
dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Pada tahun 1934 kepailitan
digunakan untuk pedagang yang tidak dapat membayar utang. Namun
seiring perkembangan jaman hingga saat ini, pailit juga berlaku kepada

mereka yang memiliki utang. Jadi kesimpulannya pailit berfungsi

! Ibid

8 Syamsudin M. Sinaga, “Hukum Kepailitan Indonesia”, Tatanusa, Jakarta, 2012,
hlm. 82.



mengubah harta kekayaan debitur dengan manfaat untuk membayar
utang-utangnya kepada kreditur.®

Utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi antara kreditur dan
debitur. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban maka dapat dinyatakan
pailit. Pailit tidak hanya berlaku kepada badan hukum saja namun juga
kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11
Undang-Undang Kepailitan.!? Akibat hukum dari kepailitan ialah si debitur
tidak memiliki hak lagi dalam menguasai atau memegang lagi harta
kekayaannya terhitung sejak putusan sudah ditetapkan.!!

Pasal 12 huruf a tertulis bahwa notaris dapat diberhentikan secara
tidak hormat jika dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Hal ini menimbulkan polemik dan pertentangan dikarenakan
hal ini dianggap tidak adil bagi notaris yang dinyatakan pailit.!2 Undang-
Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 9 ayat (1) huruf a

tertulis bahwa Notaris diberhentikan dari jabatannya karena dalam proses

8 M. Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.34.

10 Siti Anisah, “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum
Kepailitan Di Indonesia”, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.66.

11 Amanda Maylaksita, “Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, Tesis
Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 2.

12 Adjie Habib, “Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publik”, Rinneka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 64.
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pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang!® dalam pasal 12 ayat
(1) huruf a juga tertulis bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat
dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.!*

Dalam kepailitan Notaris dalam UUJN belum terdefinisikan lebih
jauh lagi, akan tetapi Notaris yang diputus pailit memiliki utang yang harus
dibayar kepada penghadap. Notaris yang pailit tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan
Notaris sehingga membuat klien merasa kepercayaannya kepada notaris
sangatlah mengecewakan sehingga penghadap dapat menuntut dan
menggugat notaris untuk membayarkan biaya ganti rugi. Notaris dapat
dinyatakan pailit karena notaris tidak bisa membayar sebesar kerugian
yang ditimbulkan. Penghadap yang dapat memberikan bukti yang akurat
akan dijadikan Majelis Pengawas Notaris sebagai pedoman permohonan
untuk menjatuhkan pailit terhadap Notaris itu. Putusan pailit yang
diberikan kepada Notaris bukan berarti seseorang itu tidak cakap dalam
melakukan suatu hal melainkan hanya tidak memiliki hak untuk mengurus

harta kekayaan. Maka dari itu penjatuhan pemberhentian kepada Notaris

13 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

14 Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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secara tidak hormat dianggap sebagai suatu tindakan yang masih belum
tepat dikarenakan tidak adanya kaitan antara pailit dan kewenangan
Notaris itu. Karena dalam Undang-Undang Kepailitan tertulis bahwa subjek
pailit ialah orang pribadi sedangkan Notaris yang dinyatakan Pailit subjek
pailit adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dalam pasal 22 tertulis bahwa jabatan tidak dapat dimasukkan kedalam
objek kepailitan dan segala sesuatu yang sehubungan dengan
pekerjaannya dan tidak dapat disita.!® Dari Undang-Undang ini kita dapat
simpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan
Undang-Undang Jabatan Notaris

Jika menghubungkan antara kepailitan dengan profesi jabatan atau
hal hal lain diluar harta kekayaan penulis merasa kurang tepat. Karena
kepailitan suatu hal yang dapat memberikan vonis bahwa seseorang atau
debitur pailit tidak berwenang atau tidak memiliki hak dalam profesinya.
Maka dari itu seharusnya notaris masih bisa menjalankan jabatannya
sehingga notaris masih bisa menambah harta kekayaan guna membayar
utang.

Maka dari itu kesenjangan antara Undang-Undang Kepailitan dan

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan Penulis ide untuk membuat

15 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
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tesis dengan judul “KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG
NO.30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN
2004TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM
PUTUSAN PKPU (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”

B. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan Kepailitan terhadap Notaris berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

2. Bagaimana akibat hukum Notaris yang dinyatakan pailit dalam
putusan PKPU?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah
1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja yang
terikat dengan kepailitan Notaris sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?



13

2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa akibat
hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit.
2. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pembaca yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan berguna bagi ilmu hukum khususnya dalam hal
Kenotariatan dan Kepailitan serta diharapkan penelitian ini
dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan serta
menambah wawasan mengenai Kepailitan pada Notaris.

b. Diharapkan berguna pembentuk Undang-Undang hingga
praktisi hukum untuk dijadikan informasi guna memberikan
perlindungan kepada Notaris yang dinyatakan Pailit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak lain yang secara langsung tidak terkait, antara lain:

a. Diharapkan berguna bagi Notaris guna memberikan
perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris

b. Diharapkan berguna Dbagi lembaga legislatif guna
memberikan informasi mengenai pengaturan kepailitan
terhadap Notaris.

D. Kerangka Teori
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Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Teori Kepastian Hukum. Utrecht mengemukakan pendapatnya
bahwa dalam Teori Kepastian Hukum itu terkandung 2 hal yaitu :
a. Terkandung aturan yang umum sehingga membuat orang
tahu apa yang diperbuatnya itu boleh dilakukan atau tidak.
b. Memberikan keamanan untuk orang dari pemerintah yang
absolut yang bertindak sewenangnya sendiri sehingga
dengan adanya keamanan ini memberikan pengetahuan
tentang apa yang dapat dibebankan ke individu itu.!®
Teori Kepastian Hukum memiliki arti aturan yang membuat
orang menjadi tahu dan mengerti apa perbuatannya itu boleh
dilakukan atau tidak. Teori Kepastian Hukum juga memberikan
keamanan terhadap orang dari tindakan absolut pemerintah dan
adanya aturan ini memberikan batasan apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh negara.!?

Salah satu yang wajib ditegakkan adalah kepastian hukum.

Kepastian hukum ini dapat memberikan keadilan bagi setiap orang.

16 Zarfitson, “Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di
BPR Kabupaten Sijunjung”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fauktas Hukum
Universitas Andalas, 2017, Him. 14.

17 Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar IImu Hukum”, Kencana Prenada Media
Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 137.
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Dalam pendapatnya John Rawis berkata bahwa keadilan itu tidak
hanya mengkaji dan berbicara mengenai moral saja, melainkan
cara untuk mencapai keadilan itu sendiri, termasuk bagaimana
mendukung cara tersebut. Dengan demikian dalam mencapai
keadilan, sulit untuk diartikan. Karena keadilan itu tidak pasti,
termasuk faktor pendukung lain dalam membentuk keadilan itu.!®

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan
sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan
cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya
pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh
pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian
bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah
dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang
tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang
dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.!®

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek ‘“‘seharusnya” atau das

18 E. Fernando Manullang, “Menggapai Hukum Berkeadilan” Kompas, Jakarta,
2008, Hlm. 100.

19 Sudikno MertoKusumo dalam H. Salim Hs, “Perkembangan Teori Dalam Iimu
Hukum”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 24



16

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia
yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang
bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-
aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan
keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi
suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan
konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh
keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual
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mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil
bukan sekedar hukum yang buruk.20
2. Middle Range Theory

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
Keadilan. Keadilan adalah kondisi dimana menempatkan sesuatu
sesuai tempatnya dan sesuai dengan aturan. Keadilan tidak selalu
berbicara bahwa setiap orang pasti mendapatkan keadilan secara
merata akan tetapi keadilan bersifat subjektif dan setiap orang
memiliki hak untuk mendapatkannya. Kemudian keadilan
merupakan pemisah antara orang dan benda. Hans Kelsen pernah
berkata dalam bukunya yaitu General Theory of Law and State
bahwa hukum itu merupakan tatanan sosial dimana adil itu terjadi
apabila manusia yang diatur menemukan Lkebahagiaan
didalamnya.?!

Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme. Nilai
kehidupan individu dapat ditemukan dengan aturan hukum yang
mengatur atau membatasi nilai-nilai umum. Hans Kelsen juga
berkata bahwa keadilan itu sebuah alat pertimbangan yang bersifat

subjektif. Keadilan merupakan kebahagian bagi setiap orang baik

20 Cst Kansil. Christine ST Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,
“Kamus Istilah Hukum”, Jakarta, 2009, hlm. 385.

21 Hans Kelsen, “General Theory of Law and State” diterjemahkan oleh Rasisul
Muttagien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.
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itu dalam ruang lingkup individu maupun kelompok. Keadilan yang

dimaksud ialah terpenuhnya kebutuhan tertentu. Hal ini dapat

dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional.??

Tujuan dari adanya hukum ialah demi menemukan
kebahagiaan setiap orang. Setiap tindakan yang mengarah ke adil
dapat membahagiakan masyarakat. John Rawls berkata bahwa
keadilan itu ada dua tujuan yaitu :23
a. Bahwa teori ini melahirkan dasar bahwa keputusan moral sangat

dipertimbangkan untuk kita. Keputusan moral ini ialah evaluasi
moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial.
Keputusan moral ini sangat dipertimbangan dengan menunjuk
pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif.

b. Institusi sosial dikatakan adil jika mengabdi pada penggunaan
dan keuntungan. Rawls berkata bahwa dasar teorinya ini
membuat pandangannya lebih unggul dibanding teori lain.
Dasar dari keadilan yang ia kemukakan lebih utama dalam
menjelaskan keputusan moral atas keadilan sosial.

3. Applied Theory

Teori yang digunakan adalah Teori Hukum Pembangunan

yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, teori ini

22 Ibid

23 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIS, Volume 9
No.2, 2013, hlm. 32-33.
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berpedoman pada pandangan hidup masyarakat yang berasaskan
pancasila dan Dbersifat kekeluargaan. Kemudian teori ini
memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat yang sangat diperlukan bangsa Indonesia yang
merupakan bangsa yang berkembang.24

Dalam teori ini Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan
bahwa adanya tujuan pragmatis demi pembangunan sebagaimana
yang dikemukakan oleh Roescoe Pound dan Eugen Ehrich dimana
bahwa idealnya mampu menciptakan teori hukum yang mempunyai
dimensi pragmatis dan praktis. Kemudian beliau juga mengatakan
bahwa hukum itu merupakan sebuah sarana pembaharuan
masyarakat. Kalimat ini didasarkan pada adanya keteraturan atau
ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan yang
merupakan suatu yang diinginkan. Kemudian sarana pembaharuan
adalah pengertian bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan
yang berfungsi sebagai alat mengatur yang menjadi penyalur ke
manusia sesuai yang  dikehendaki pembangunan dan
pembaharuan.?® Teori hukum pembangunan ini dapat dijadikan
landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat

berperan aktif dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia.

24 Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H,
LL.M.”, hlm 1-2.

28 Loc.Cit, hlm.5.
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Sehingga Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai
sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan
masyarakat.2®
E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah
Penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif meneliti
bahan pustaka atau bahan sekunder sehingga penelitian hukum
normatif sering dikatakan sebagai penelitian doktriner atau
pustakaan.?’” Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil
referensi dari buku, Undang-Undang, karya ilmiah, dan jurnal yang
berhubungan dengan topik penelitian.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukakan dalam penelitian ini guna
mencari jawaban dari permasalahan adalah :
1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini berkaitan dengan legislasi dan regulasi.?®
pendekatan perundang-undangan mempelajari kesesuaian antara

aturan yang satu dengan aturan yang lain. Dalam pendekatan

26 Loc.Cit, hlm 6.

21 Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, “Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik
Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 42.

28 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 40.
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perundang-undangan ini melihat “Ratio” yang berarti ada alasan
apa diberlakukan suatu undang-undang. Dengan begitu akan
ditemukan  ketidaksesuaian antara undang-undang dan
permasalahan.
2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini menekankan pada gambaran dari konsep
yang berkaitan. Yang memiliki maksud sebagai pemahaman yang
diuraikan dalam karya ilmiah.?® Pendekatan ini bertolak belakang
dari hukum, yang mana belum ada aturan yang dikaji. Pendekatan
ini dilakukan dengan bertolak belakang atas doktrin atau pendapat
dari para ahli yang memberikan pengertian atas apa yang
dipermasalahkan. doktrin ini sangat berguna untuk penelitian demi
membangun argumentasi dalam memecahkan masalah
3. Bahan Hukum Penelitian
Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum ini ialah bahan hukum yang Dbersifat
mengikat karena bahan hukum ini berasal dari lembaga

pemerintahan yang harus ditaati yang terdiri dari :

96.

2% Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Ul Press, Jakarta, 2010, hlm.
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1) Norma dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang
Dasar tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun
2014 Tentang Jabatan Notaris
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4) Perundangan lain yang terkatit
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder bertujuan untuk mengarahkan
penelitian sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder ini adalah kumpulan dari bahan hukum
yang menguraikan atau menjelaskan isi dari bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal, tesis,
majalah, internet dan buku.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum vyang
memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum
primer dan sekunder untuk memahami maksud dari bahan
bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersier terdiri dari
kamus, ensiklopedi, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
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Pengumpulan bahan hukum ini yang bersifat normatif,
dilakukan dengan menelusuri dan mendapati bahan hukum yang
merupakan studi maupun dokumen yang konvensional atau dalam
bentuk fisik maupun melalui internet.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Setelah bahan hukum telah dikumpulkan, setelahnya akan
dilakukan pengolahan hukum dengan cara seperti :

a. Editing, penulisan dengan meneliti bahan hukum yang
diperoleh dari bahan hukum dengan mengubah kalimat yang
ditemukan menjadi lebih sederhana sehingga penulis
maupun pembaca akan lebih mudah memahami apa isi dari
penelitian

b. Sistemasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum.
Kemudian memilih bahan hukum mana yang akan
dimasukkan kedalam penelitian guna sebagai penunjang
dalam penelitian

c. Deskripsi, yaitu penulis menganalisis hasil penelitian yang

diambil dari bahan hukum
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Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah
analisis kualitatif yaitu membahas terhadap bahan hukum yang ada
dan menjadikan pedoman dalam penulisan ini.3°
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah
deduktif yang menginteraksikan dengan metode induktif yang
mengacu pada identifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan
temuan hukum yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan
sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini. Sehingga

tercapainya tujuan hukum pada akhir penelitian ini.

30 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 181.
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